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PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengelola

arsip dinamis secara sistematis, efektif dan efisien;

bahwa klasifikasi arsip merupakan salah satu

instrumen pengelolaan arsip dinamis dalam rangka

mewujudkan keseragaman pemberkasan arsip di

lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Peraturan Komisi tentang Klasifikasi Arsip

di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK

INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

2.

3.

4.

5.

6.

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5698);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 238);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133

Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2015-

2019;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut

KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh KPK dalam pelaksanaan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu.

5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi

kearsipan.

6. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang

menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi KPK.

7. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian

arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis

meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan,

serta penyusutan arsip.

8. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu

himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis

sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi

satu berkas karena memiliki hubungan informasi,

kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit

kerja.

9. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah

arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit

pengolah ke unit kearsipan.
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10. Analisis Fungsi adalah proses menilai, merumuskan,

mengidentifikasi dan menyeleksi fungsi unit kerja

sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis fungsi

yang dimiliki oleh instansi yang menjadi dasar untuk

menyusun kerangka induk klasifikasi arsip.

11. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu

kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi

pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung

jawabnya baik fungsi substantif maupun fungsi

fasilitatif.

12. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda

pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk

membantu menyusun tata letak identitas arsip.

13. Indeks adalah kata tangkap atau kata kunci yang

merupakan representasi isi suatu unit informasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan KPK ini meliputi:

a. sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan KPK dalam

rangka pengelolaan arsip dinamis; dan

b. sebagai bentuk keseragaman dalam rangka pemberkasan

dan penataan arsip agar sesuai dengan fungsi dan tugas

unit kerja di KPK

Pasal 3

(1) Kode Klasifikasi Arsip berupa alfa numerik yang terdiri

dari unsur:

a. huruf yang digunakan untuk kode primer/pokok

masalah;

b. angka yang digunakan untuk kode sekunder/sub

masalah; dan

c. angka yang digunakan untuk kode tersier/sub sub

masalah.
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(2) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan KPK sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan KPK ini,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

KPK ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan KPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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